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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN ELEKTROMEDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Elektromedik;

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

2.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
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Menetapkan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
979);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015
tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1197);
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
371/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Ahli

Teknisi Elektromedis;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR
PELAYANAN ELEKTROMEDIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Standar Pelayanan Elektromedik adalah pedoman yang
diikuti oleh elektromedis dalam melakukan pelayanan
elektromedik.

Pelayanan Elektromedik adalah kegiatan perencanaan
pengadaan dalam bentuk analisa kebutuhan, instalasi,
uji fungsi, pemeliharaan, perbaikan, pengujian dan atau
kalibrasi, penyesuaian (adjustment), pemantauan fungsi
dan inspeksi terhadap alat elektromedik, alat ukur
pengujian dan kalibrasi, serta kegiatan pengendalian
atau pemantapan mutu, keamanan, keselamatan, dari
mulai persiapan pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi,
pelayanan rancang bangun atau desain, dan pemecahan
masalah serta pembinaan teknis bidang elektromedik.
Alat  elektromedik adalah alat kesehatan yang
menggunakan catu daya listrik.



2016, No.1995

Elektromedis adalah setiap orang yang telah lulus dari
pendidikan  Teknik  Elektromedik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Organisasi Profesi adalah wadah berhimpunnya tenaga

kesehatan elektromedis di Indonesia.

Pasal 2

Pengaturan Standar Pelayanan Elektromedik bertujuan

untuk:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

memberikan acuan dan pengembangan elektromedik
yang bermutu oleh elektromedis di fasilitas pelayanan
kesehatan atau fasilitas kesehatan lainnya;

memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi
elektromedis dalam  menyelenggarakan  pelayanan
elektromedik;

melindungi  klien sebagai penerima  pelayanan
elektromedik; dan

menjamin persyaratan mutu, keamanan, keselamatan

dan laik pakai alat elektromedik.

Pasal 3
Standar Pelayanan Elektromedik meliputi
penyelenggaraan pelayanan, manajemen pelayanan, dan
sumber daya.
Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diterapkan dalam pemberian pelayanan kepada
klien pada semua jenis pelayanan elektromedik.
Penatalaksanaan pada masing-masing kasus disusun
oleh Organisasi Profesi dan disahkan oleh Menteri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan
Elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 4

Elektromedis harus mematuhi Standar Pelayanan
Elektromedik.

Modifikasi terhadap Standar Pelayanan Elektromedik
hanya dapat dilakukan atas dasar keadaan yang
memaksa untuk kepentingan klien, antara lain keadaan
khusus klien, kedaruratan, dan keterbatasan sumber
daya.

Modifikasi terhadap Standar Pelayanan Elektromedik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicatat dalam

dokumentasi pelayanan elektromedik.

Pasal 5
Menteri Kesehatan, Gubernur, Bupati/Walikota
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan
Elektromedik sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Dalam melakukan pembinaan dan  pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Kesehatan,
Gubernur, Bupati/Walikota dapat melibatkan organisasi
profesi.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan untuk:
a. Meningkatkan mutu Pelayanan Elektromedik; dan
b. Mengembangkan Pelayanan Elektromedik yang

efisien dan efektif.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. advokasi dan sosialisasi;
b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau

c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2016
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



